
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3Q TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 ayat (7)
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati;

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Pembentukan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah
nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 86);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 87);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 88);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23
Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 68);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA

PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

CARA
PAJAK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah Pengelola Perpajakan selanjutnya

disebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang
mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah atau Peraturan Daerah yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

H
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12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besamya jumlah pokok pajak yang
terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

w
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21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih hams dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

menentukan jumlah kelebihanyang

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

25. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib
Pajak atau kuasanya kepada Kepala Perangkat Daerah
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang
berwenang mengenai keberatan terhadap suatu surat
ketetapan pajak.

26. Sanksi Administrasi berupa Bunga, Kenaikan dan/ atau
Denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar
pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran
administrasi perpajakan.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam
perpajakan daerah yang terdapat dalam
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

peraturan perundang-undangan
Surat
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28. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang
disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai
pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan
keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil
penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.

\

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar.

30. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk untuk membantu
memberi masukan dan melakukan tugas tertentu.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengatur tentang tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah dan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi Daerah.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk
mewujudkan tertib administrasi dan memberikan
kejelasan tentang tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
wajib pajak dan wajib retribusi.

(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;
b. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c. penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah atau Retribusi Daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atauRetribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:a. jumlah Pajak dari alasan Retribusi Daerah yang
dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak atauretribusi terutang; dan
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b. telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak
seharusnya terutang.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
atau Retribusi Daerah oleh wajib Pajak atau wajib
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak dibayarkan Pajak Daerah atau
Retibusi Daerah.

Pasal 4

Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan dengan mempertimbangkan:
a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Daerah atau Retribusi Daerah; dan
b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau
Retribusi Daerah.

Pasal 5

(1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah atau Retribusi Daerah yang besaran
pengembaliannya sampai dengan Rp50.000.000,00 ( Lima
Puluh Juta Rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

(2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak
atau retribusi yang besaran pengembaliannya lebih dari
Rp50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi
Daerah dapat teijadi karena:
a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat

Keputusan Pembetulan Pajak Daerah atau Retribusi
Daerah;

b. Pajak Daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan
Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi;

c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah
atau Surat Keputusan Pembatalan Pajak Daerah; dan

d. Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang lebih
dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan STPD/STRD atau Surat Keputusan
Pembatalan STPD/STRD.

(2) Masa Kedaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran
pajak adalah 3 (tiga) bulan.

Vt
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(3) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pembetulan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(6) Bentuk dan isi dari Surat Keputusan Pembatalan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Bentuk dan isi dari Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Bentuk dan isi dari Surat Tagihan Retribusi Daerah
(STRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB m
TATA CARA PENGEMBALLAN PEMBAYARAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak Daerah atau Retribusi Daerah secara tertulis
dalam
jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah
Retribusi Daerah.

bahasa Indonesia dengan menyebutkan
atau

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan
Daerah, untuk permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

H
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Pasal 8

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus
mencantumkan alasan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan
dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
c. fotokopi identitas penerima kuasa;
d. Surat Setoran (SS);
e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama

wajib pajak atau wajib retribusi; dan
f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau
Retribusi Daerah.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f sebagai persyaratan administrasi
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, berupa:
a. Akta pendirian wajib pajak yang berbadan hukum;
b. Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah yang

lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan STPD/STRD atau Surat
Keputusan Pembatalan STPD/STRD surat kematian
bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang
disebabkan wajib pajak meninggal dunia.

(3) Bentuk dan isi dari Surat Setoran (SS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

t!
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Pasal 9

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan
pemeriksaan berkas paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan yang
disampaikan secara lengkap dan benar.

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan
pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menunjuk tim teknis.

(3) Kepala Badan Pendapatan Daerah bersama tim teknis
dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan
dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang
dipersyaratkan.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
mengabulkan atau menolak permohonan.

(5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.

(6) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu
keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
dianggap dikabulkan.

(8) Tata cara pemeriksaan menggunakan standart
pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
peraturan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dikabulkan maka Kepala Badan Pendapatan
Daerah menerbitkan SKPDLB.

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6).

n
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(3) Bentuk dan isi dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar (SKPDLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai
utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
langsung diperhitungkan terlebih
melunasi utang pajak atau utang retribusi lainnya
tersebut dan dapat digunakan untuk kompensasi
ketetapan pajak dan ketetapan retribusi berikutnya.

(2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran
pajak atau retribusi, kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi dicantumkan didalam SKPDLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran
Pajak Daerah diterbitkan SKPDN.

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran
Pajak Daerah diterbitkan SKPDKB.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
pajak dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran
Pajak Daerah ke Pemerintah Daerah, dengan
melampirkan surat pemyataan dari wajib pajak atau
wajib retribusi yang bermaterai.

(6) Bentuk dan isi dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
(SKPDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dahulu untuk

Pasal 12

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan
permohonan pengembalian dengan melampirkanSKPDLB kepada Bupati melalui Kepala BadanKeuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara UmumDaerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisejak diterbitkannya SKPDLB.

*1
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(2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah menerbitkan:
a. surat perintah membayar kelebihan Pajak Daerah

atau Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya
SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran
tahun sebelumnya; dan

b. nota debit kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau
Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB
untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada
tahun yang sama.

(3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah
atau Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu 3
(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Daerah.

(4) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi diberikan
imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan
surat keputusan imbalan bunga dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(5) Ketentuan lebih lanjut pembayaran imbalan bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah atau retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang

teijadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran
pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran
pendapatan pajak atau retribusi melalui pengurangan
pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran
berjalan; atau

b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau
Retribusi Daerah yang teijadi pada tahun sesudah tahun
pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada
anggaran belanja tak terduga.

*\
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 AtOvWWW 2022

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR
Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2- (VOVJQMPQE 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

fAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR

TELAH DIPERIKSA PARAF
W A B U P

KABAN
S E K O A

Y 7̂SEKRETARiS -A mKERALA Bin -G A S I S T E N (
IKASUBBA ? ; ‘ v

1 : * u
K A r A G :

KONSEPTOR :—r
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR Q TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

CARA
KELEBIHAN

DAERAH

TATA

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah

Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

; )

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR

TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembetulan atas
pengajuao pembetulan Pajak Daerah yang diajukan Wajib
Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama

yang diterima Badan Pendapatan Daerah
berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal

atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB /
SKPDN*) Nomor
Keputusan atas Pengajuan Pembetulan Pajak Daerah;

ATAS NAMA

Nomor
tanggal

, perlu diterbitkanTahun

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang
Pembetulan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB /
SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor
Nama

.Tahun.... Atas

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
onol M

( b,ara" Negara Republik Indonesia2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 6757);

KeJentuSi ^ tGntang

Indonesia Nomor 5950); ” Lembaran Negara Republik

Tahun
Negara Republik
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK
DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB /

ATASSKPDN*) NOMOR
NAMA

TAHUN

s Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/
menolak/ menambah besamya jumlah pajak yang masih
harus dibayar*) atas pengajuan Pembetulan Pajak

dengan data sebagai berikut :

KESATU

a. Wajib Pajak
Nama
NIK
NPWPD
Alamat

b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
Nomor
Tanggal :
Masa Pajak/Tahun Pajak :
Jumlah Pajak Terutang

c. Objek Pajak
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

KEDUA s Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

JUMLAH
PAJAK
YANG

HARUS
DIBAYAR

SANKSI ADMINISTRATEPOKOK
PAJAKURAIAN

KENAIKAN BUNGA DENDA

n
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Terbilang:

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu ;

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

TELAH
"

PtPERlKSA PARAF
W A B U PKABAN

SEKRETARiS
KEPALA BID. .

KASUB8AG / K ,

S E K O AL
I A S I S T E N m ifft : I 1 ' / K u v.

X K A B A GiJKONSEPTOR 1I
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39
TENTANG
PENGEMBALIAN

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR:

TENTANG

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK DAERAH ATAS

SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR
ATAS NAMATAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

: a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi atas pengajuan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib
Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama,

...yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti
Penerimaan Surat Nomor tanggal
SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) Nomor
ditcrbitkan keputusan atas pengajuan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

Menimbang

Nomor ...tanggal

atas SKPD / SKPDKB /
Tahun , perlu

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Kabu paten Seruyan
Sanksi Administrasi Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT

Atas Nama

tentang Penghapusan atau Pengurangan

/SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

Mengingat
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN TENTANG PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT /

ATAS

Menetapkan :

SKPDLB / SKPDN*) NOMOR
NAMA

TAHUN

: Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak/
menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas
pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak

dengan data sebagai berikut :

KESATU

Wajib Pajak
Nama

a.

NIK
NPWPD
Alamat

SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
Nomor :
Tanggal :
Masa Pajak/Tahun Pajak :
Jumlah Pajak Terutang :

b.

Objek Pajak
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

c.

: Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
umlah pajak yang harus dibayar menjadi :

KEDUA

JUMLAH
PAJAK
YANG

HARUS
DIBAYAR

SANKSI ADMINISTRATEPOKOK
PAJAKURAIAN

KENAIKAN BUNGA DENDA

Terbilang:

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

'

Udakpclu; JjA15 A f
K A :

BUPATI SERUYAN,/

£(KEPALA F.

Si..KASUEoAO VVL 8UPKA - PG - r i
i YULHAIDIR!TKONSEPTOR K 0 A

A S I S T E N

l
j K A R A G
I
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3§ TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA
KELEBIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR:

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAS

SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.
ATAS NAMATAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pengurangan Ketetapan atas
pengajuan pengurangan ketetapan Pajak Daerah yang diajukan
Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama,

yang diterima Badan Pendapatan
Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal

atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
, perlu diterbitkan keputusan atas

Menimbang a.:

Nomor
tanggal

TahunNomor
pengajuan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mcnetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan
Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*)

Tahun

tentang Pengurangan Ketetapan Pajak

Nomor Atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung KemudahanBerusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dpngan PeraturanDaerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Seruyan Nomor 86);

2.

3.

4.

v\
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MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATENMenetapkan
SERUYAN TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH
ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR

ATAS NAMATAM UN

: Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak/menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas
pengajuan Pengurangan Ketetapan Pajak
sebagai berikut:

KESATU

dengan data

Wajib Pajak
Nama

a.
NIK
NPWPD
Alamat

SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
Nomor :
Tanggal
Masa Pajak/Tahun Pajak :
Jumlah Pajak Terutang :

b.

Objek Pajak
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

c.

: Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
jumlah pajak yang harus dibayar mcnjadi :

KEDUA

JUMLAH
PAJAK
YANG

HARUS
DIBAYAR

SANKSI ADMINISTRATEPOKOK
PAJAKURAIAN

KENAIKAN BUNGA DENDA

Terbilang:

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pcndapatan Daerah Kabupaten Seruyan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

TrLAH DiPERIKSA
Ketcrangan:
*).coret yang tidak perl

/

PARAF

BUPATI SERUYAN,
KEPALA 4 1

1 p
tKASUES /' G / i^- suer - D e vt/ A 8 U P

•:
! h LHAIDIR' P’Y't?

%{ S r K D A

1
A •? IS T E N A

'
K a w

k A p. A G ! \I
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39
TENTANG
PENGEMBALIAN

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK DAERAH ATAS
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR

ATAS NAMA
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
: a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan atas pengajuan

pembatalan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari
Wajib

Menimbang

Pajak*)
tanggal

Nomoratas nama,

yang diterima Badan Pendapatan
Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal

atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
perlu diterbitkan keputusan atasTahunNomor

pengajuan pembatalan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan
SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor

Atas Nama

tentang Pembatalan Pajak Daerah Atas

Tahun

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Bcrusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Seruyan Nomor 86);»

w
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATENSERUYAN TENTANG PEMBATALAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD /
TAHUNSKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR

ATAS NAMA

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/menambah besamya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) ataspengajuan pembatalan Pajak
berikut :
a. Wajib Pajak

Nama

dengan data sebagai

NIK
NPWPD
Alamat

b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
Nomor :
Tanggal :
Masa Pajak/Tahun Pajak
Jumlah Pajak Terutang :

c. Objek Pajak
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

: Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUumlah pajak yang harus dibayar menjadi :
KEDUA

JUMLAH
PAJAK
YANG

HARUS
DIBAYAR

SANKSI ADMINISTRATEPOKOK
PAJAK

URAIAN
KENAIKAN BUNGA DENDA

Terbilang:

: Apabila di kcmudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu ; RAT

.
N :

BUPATI SERUYAN,q t 1S
,KEPA • ..

W A B U PKASU23A
YULHAIDIRS E K O An T O R• t- r~

A S I S T E N
i

• J X J MI
j
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3Q
TENTANG
PENGEMBALIAN

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tcngah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

STPD
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth,

di-

Nomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh tempo

I. Bcrdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Scruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentangPajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajibanpembayaran pajak terhadap:

Nama Usaha
Alamat

Nama Pemilik
Alamat

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Rp.Pokok pajak yang harua dibayar
Rp.Telah Dibayar tanRgal
Rp.PcnKurangan

Jumlah yang dapat diperhitungkan (2*3) Rp.
Rp.Kurang dibayar (1-4)

Sanksi admimatraai berupa bunga
Jumlah yang masih harus dibayar (5*6)

Rp.
Rp .

Dengan hum/ :

Kuala Pembuang,
(
NIP.t •) caret yang tit Ink pertu

KAL' J

BUPATI SERUYAN,SEKRf- i

u r r
W A B U P>

K / - o
S E K O AKONSEPiOK

+A 5 1 S T E N

- • u (V.: Uf K A P A G
!
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3ft
TENTANG
PENGEMBALLAN
PEMBAYARAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

STRD
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada Yth

di-

Nomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh tempo

I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentangPajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemcriksaan pelaksanaan kewajibanpembayaran pajak terhadap:

Nama Usaha
Alamat

Nama Pemilik
Alamat

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
Pokok Retribuai yang harus dibayar
Telah Dibayar tanggal

Rp.
Rp.
Rp.Pengurangan

Rp.Jumlah yang dapat diperhitungkan (2*3)
Rp.Kurang dibayar (1-4)

Rp.Sankai administrasi berupa bunga
Rp.Jumlah yang masih harua dibayar (5*6)

Dengan huruf :

Kuala Pembuang,

( r-NIP.
m) corrt ytUMf litlak /**/7u

BUPATI SERUYAN,

K
W A B U P

KASUE.
S E K O A YULHAIDIRKONSEKO

:A S I S T E N i*4* . • . u ;• * i
V

K A P A 0 1I
l

.r
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 39
TENTANG
PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN
DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN
PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212)

Kalimantan Tcngah
Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 22111

SURAT SETORAN
Nomor:

Nama
Alamat

NPWPD

UraianNo Ayat Jumlah

Jumlah

Dengan Huruf:

MENGETAHUI: PENYETOR
Pembantu BKP

Ruang untuk teraan Kas Register BKPKepada Yth:
Bendaharawan Khusus Penerima
Badan Pendapatan Daerah agar
menerima penyetoran untuk
keuntungan Kas Kabupaten
Seruyan.

BUPATI SERUYAN,

VSEKt
W A B U P

j . - : YULHAIDIR
S E K 0 A

'
A S I S T E N Lfi

l ‘J K U W

j K A B A G j ^
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3Q
TENTANG
PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S E R U Y A NBADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmncl Y*ml No. Kunln Pombuiino (74212) Knllmnntnn TononhTolp. (0530) 2707708 Fox: (003») 202211

SKPDN
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Lembar Kc:

MASA :
TAHUN : No :

NAMA
ALAMAT
NPWPD
TANGGAL JATUH TEMPO

I. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupatcn Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentangPajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah dilakukanpemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.Nama Pajak
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalahscbagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak
Pajak yang terutang
Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dart tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. SPTPD ( pokok)
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+ b*c+d)

:
II.
1. Rp.2. Rp.3.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 -3e) Rp. NIHIL

Kuala Pembuang,
Kepala Badan

Tahun

Crtintifff Dmttu

No. SKPDN :
TANDA TERIMA
NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
Kuala Pembuang,
Yang Menerima

Tahun

BUPATI SERUYAN,F I

VAt

5" F K R *-
YULHAIDIRKt_ W A B U P

AKAo >_ S E K O Ai 1 .

Th'̂'SEPTOH
iA S I S T t' N Ofiu M

!

} K A B A G n
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59
TENTANG
PENGEMBALLAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2022
TATA CARA

KELEBIHAN

PEIVIERI INI *T I-I SERUYANB A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H
N -» -

(OO
Kt < < i l l • I * c » » «
3M> iero/ r

.11 /\UI I f « U4l l V
OM * < i n u < '-» -* 1 -* » K a.M i » i..i ' « ••• i l « M H J i i * iFr*H (Of»3M) if05?-»11

« •» » • I

SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Lembar Ke:

MASA :
TAHUN : No :

NAMA
ALAMAT
NPWPD
TANGGAL JATUH TEMPO

:

:

Berdaaarkan Pasal 74 avat ( 1 ) huruf a Peraturan Daerah Kahupatcn Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenSeruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaankewajibnn Wajib Pajak.

Nanm Pnjnk
I. Dari pemeriksaan atau koterongan lain tersebut diataa, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar ndalah sebagai berikut:1 . Dasar Pengenaan Pajak

2. Pajak yang terutang
3. Kredit Pajak

a. Kornpensasi kelcbihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah pajak yang dikrcditkan (a+ b+c)

4. Jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak ( 2 - 3d )
5. Sanksi administrasi

a. Bunga
b. Kcnaikan
c. Jumlah sanksi administrasi ( a+ b )

6. Jumlah yang rnamh hartis dibavar ( 4 Sc )

Rp.
Rp. X Rp.

Rp.
Rp
Rp.
Rp.

Rp.

Rp. X Rp.
Rp. X Rp.

Rp.
Rp.

Dengan Huruf

tVrhmimi
llanip PrnyetotHn kr Rck Kas Dncmh dilakukan lurLtlui Drndnlmm Peneiinmnn Dadan Pcndnpntnn Dnrmh detigan incnggunknn Sunit Sctomn PajakDaerah (SSPD)
Apabila SKPDKB ini iktak atau kuinng dibayar selelab lewnt wsiktu paling Lima 30 liari aejak SKPDKB ini ditcriwa dikenaknn sanksi ministmsi berupabunga scbcsui 2*K> per bulan.

Kuala Pembuang,
Kcpala Bndan

Tahun

Ihtuiu

No. SKPDKB :
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT :
NPWPD :
Kuala Pembuang, .
Yang Monorima

Tahun

t
BUPATI SERUYAN,
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